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Tinghat Ketahanan Air Nasional ...

TINGEKAT KETAHANAN AIR NASIONAL SEBAGAI FAKTOR PENUNJANG
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nany Suryawati, SH. MH.
Dekan Fakultas Hukum Univ, Unika Dharma Cendika Surabaya

Undung Undang No, 3999 temtang Hak Asasi Manusia telah mengatut bakwa hak
avasi manusia meliputi hak persamaan dan hak kebebasan, setiap ovang berhak unfuk
fidup, mempertahankan hidup dan meningkattun taraf kehidupannya, dan berhak alas
pememihan  kebutuhan  dasarnya wntik tumbuh dan bevkembang  secara lavak
Kewafiban menghirmati hak azei ini termakiuh dolam Pembukaon UUD NRI 19435,
Terkait dengan hak wmink memenuli kebutivhond  asar feesebis,  diberlokukanful
Undang Undang No, 72004 tensang Air, akon fetapi dalam kenvataanma, keburan
dasar masayarakal untuk air, belum dapat terpenuhi, bhiowsnya untuk air misnum,
padahal pengelolaan air sebagal saran pokok menunjong pembanginon di seagala
bidang sangatlah diperlukan, sehingga terbentuklah Kelompok Kerja Air Minum dan
Penyehatan Linglungan (Polja AMPL), vang terdiri davi Kementerian Dalam Negeri,
Kementerion Kesehatan, Kemenierign Lingkungan Hidup, Eementerian Pekerjaon
Urum, Kementerian Kewangan, dikcordinasi oleh  Bappenas, agor dapat
menghoordings kinerfa  wmerekn, dengan mendasorkan penpelatoan giv inl pada
pemberdavaan sosial vang humanis partisipatoris.

Kara Kunel : Hak Asasd Manusio, Kebutiban Dasar, Pengelofaan Afr.

PENDAHULUAN terhadap kesengsaraan hidup dalam
Menurut Hatta, sistim  ekonomi masyarakat karena adanya keadaan
Pancasila  adalah  sistim  ekonomi yang tidak sama / berbeda, perbedaan
berdasarkan “sosialisme religiug”  yaitu: vang sangal besar antara kaya dan
sosialisme Indonesia vang timbul dad 3 miskin; jadi sosialisme merupakan
{tiga) faktor berikut: suaty  tuntetan  hati  nurani  akibat
1. Sosialisme Indonesia timbul karena pergaulan hidup vang cenderung pada
“suruhan agama”, karena adanya ctik jaminan kemakmuran bagi segtiap
agama vang menghendaki adanva rasa orang, memberikan kesejaheraan yang

persaudaraan  dan tolong menolong
antar sesama manusia dalam pergaulan
hidup, schingga cenderung ke
sosialisme: melaksanakan bayangan
Kerajaan Allah di atazs dunia adalah
tujuannya, kemudian perasaan keadilan

vang menggerakkan jJiwa berontak

(]

merata, bebas dari segala tindasan ;

Sosialisme  Indonesia  merupakan
ckspresi daripada jiwa berontak bangsa
Indonesia yang memperoleh perlakuan
vang tidak adil dan penjajah, sehingga
sosialisme i hadir dalam pergerakan
menuju kebebasan dani penghinaan dan
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penjajahan  dan terkandung dalam
alinca 3 Pembukaan UUD RI 1945, -
3. Para pemumpin Indonesia vang tidak
biza menerima paham  marxisme
sebagai pandangan hidup, mencari
sumber-sumber  sosialisme  dalam
masyarakat sendin, yang dipahami
sebagai suatu tuntutan institusional,
dan bersumber dalam lubuk hati yang
murni, berdasarkan penkemanusiaan
dan keadilan sosial sedangkan agama
menjadi penerang-nya dan memang
dasar-dasar  sosialisme  Indonesia
terdapat pada masyarakat desa yang
kecil, bersifat kolektif dan masih
bertahan sampai sekarang, serta tetap
timbulnya
individualisasi yang muncul dalam

memperhatikan

ekonomi modern, akan tetapi cita-cita
sosilisme
mempertahankan sifat kolektif sebagai
dasar yvang kokoh.
Paham kolektivisme yang
berdasarkan asas
{brotherhood), maka
masyarakat ditempatkan sebagai yang

Indonesia tetap

kekeluargaan
kepentingan

utama sesuai Penjelasan Pasal 33 UUD
1945 ( sebelum amandemen ) : .. .dalam
demokrasi  ekonolmi |, kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan bukan

L)

kemakmuran orang-seorang....”, dengan
demikian kemakmuran masvarakat dan
kedudukan rakhyat ditempatkan dalam

posisi  semiral-substansial ; imlah cir

Tingkat Ketahanan dir Nasional ...

sosialistik Pasal 33 UUD 1945, suatu
representasi  sosial  ekonomi  Indonesia
vang hares ditegakkan, oleh karema itu,
untuk menjamin  posisi rakyat  yang
substansial dan kemakmuran rakyat yang
dintamakan, maka disusunlah avat {2)
Pazal 33 - UUD 1945 : “....cabang-
cabang produksi vang penting bagi Negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai negara....” ; kemudian dalam
avat(3}) nya: “....bumi dan air dan
kekayaan alam  yang  terkandung
didalamnhya dikuasai oleh MNegara dan
dipergunakan sebesar-besar kemakmuran
rakyat...” dan dalam ayat (4);
berkeadilan...... " Inti
demokrasi  adalah  partisipasi  dan
emansipasi, schingga dalam  demokrasi
ckonomi  berlaku  wuntutan  ‘partisipasi
ekonomi’ dan ‘emansipasi ekonomi’, dan
emansipasi ckonomi ini bukan “laken- for-
granted™ | karena pada masa penjajahan
ini yang ada adalah partisipasi tanpa
cmansipasi, partisipasi  yang bersifat
eksploitstori penuh  kekejaman; padahal
dalam pembangunan nasional, fokusnya
adalah rakyat, yang berarti pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi adalah tuntutan
untuk membangun dan memajukan rakyat
berdasar kemandirian. Kons¢p  vang
diperlukan adalah  kemampuan hukum
untuk  mmberikan  kekuatan  tawar
menawar kepada warga Negara sehingga

mampu menempatkan posisinya  secara
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DE FACTO Val. 1, No. 1



Tingkat Ketahanan dir Nasional ...

mandin, fungsi bukum sebaga sarana
pemberdayaan sosial inilah vang disebut
hukum vang humanis-partisipatoris.

Fasilitas-fasilitas  vang  dapat
disediakan hukum antara lain berupa :
fasilitas untuk mewwjudkan rasa tentram
dalam berusaha, fasilitas yang memberi
kemudahan, fasilitas yang menciptakan
hubungan kemitraan dan yang terpenting
adalah : fasilitaz untuk memperoleh
kemudahan bukan saja dalam berusaha
tetapi dalam menikmati sumber daya alam
yang ada unmk menunjang percepatan
pembangunan di Indonesia.

Percepatan pembangunan Nasional
tidak akan terwujud apabila Gidak

ditunjang  oleh  kesiapan  fasilitas
penunjang, terutama perlindungan
terhadap hak tiap warga Negara,

peningkatan  derajat  kesehatan  warga
Negara melalui  berbagai  peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perkotaan  dan  perdesaan  khususnya
penyediaan sarana air bersth / air minum,
yang merupakan salah satu hak asasi
manusia. Prinsip utama hak asasi manusia
yang terkait dengan derajat kesehatan dan
peningkatan kualitas manusia merupakan
fakior penunjang percepsatan pembangunan
ekonomi Nasional.
HAK ATAS AIR SEBAGAI HAK
ASASI MANUSIA

Pengakuan air sebagai hak asai
manusia mengindikasikan dua hal vaitu :

pengakuan terhadap kenyataan bahwa air
merupakan kebutuhan yang sangat penting
, dan pengabusn bahwa tap manusia
berhak untuk mendapatkan air ; kebumhban
akan air ini menjadi suatu dasar dari semua
rencana  pembangunan  ekonomi, tanpa
adanya penyediaan air bersih yang
mempengaruhi  derajat  kesehatan, maka
percepatan  pembangunan ekonomi tidak
bisa  terlaksana, karema  keschatan
memungkinkan
masvarakal menjadi  pelaku  ckonomi,

masyarakat tulak

sehingga sangat  perlu  memfasilitasi
penyediaan air bersih bagi calon-calon
pelaku ekonomi ing.

Penyediaan air bersih 1 perlu
karena
pembangunan di deerah-daerah
menyehabkan kerusakan ekosistim  di
dacrah tersebut, schingga kebutuhan air

sepera difasilitasi adanya

masyarakal setempat tidak dapat terpenuhi.

Hak  Asasi Manusia adalah
seperangkat hak vyang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagm
mahluk Tuhan YME dan merupakan
anugerahNY A yang  wajib  dibormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah dan setiap
orang, demi kehormatan seTta
perlindungan harkat dan martabat manusia
= Pasal 1 Undang Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
pada hakekainya hak asasi Manusia terdin
atas  dua hak dasar yang pabng
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fundamental yaitu : hak persamaan dan
hak kebebasan.

Pasal @ ayat (1) menyatakan bahwa
setisp  orang  berhak untuk  hidup,
mempertahankan hidup, dan meningkatkan
taraf kehidupannya. Pasal 11 - menyatakan
setiap orang hberhak atas pemenuhan
kebutuhan dasarmva untuk twmbuh dan
berkembang secara  lavak, sedangkan
kewajiban negara dalam hubungannya
dengan air scbagai benda public atau
benda social yang telah diakui sebagai
bagian dari hak asasi  manusia
menghasilkan tiga tipe kewajiban vaitu :
kewajiban menghargai (fo  respect);
kéwajtban melindungi ¢ to profecr ) dan
kewajiban memenuhi (to filifil).*

Kewajiban mementhi ini
mengharuskan pemerintah untuk segera
merencangkan  langkah  awal  dan
pembangunan ekonomi . dan pemenuhan
hak atas air, karena dengan adanya
ketersediaan sumber daya air akan
menunjang  keberlangsungan kehidupaan
dan pembanpunan di  scktor lainnya,
misalnya keberhasilan panen tergantung
pada  tata  kelola irigasi  dan pola
pengelolaan sumber air tawar yang ada.

Bag Indonesia, masalh kelangkaan
air tawar lebih disebabkan oleh kegagalan
kita dalam mengelola sumber daya air,
sehingga terjadi ketidak seimbangan antara
kebutuhan (  demand)  yang  terus
berkembang,

dengan ketersediaan

Tingkar Ketahanan Air Nasional ...

favailability)  seta  kemampuan  untuk
menyuplai fsupply). Kondisi im diperberat
dengan  semakin  tingginya  tingkat
pencemaran air oleh limbah cair ataupun
padat serta dampak dari perubahan iklim
vang tidak menentu. Penyusutan air dan
kekeringan yang berulang setiap tahunnya
tidak snja karena fenomena alam namun
juga karena kerusakan linglungan yang
parah, di samping itu pengambilan air
tanah yang berlebihan ikut berperan bagi
penyusutan lahan pertanian dan polusi
yvang mencemari air tanah i merusak
keancka-ragaman  havati  yang  ada,
schingga timbul konflik regional yang
diakibatkan oleh berbagai kebijakan dan
politisasi vang bersumber pada masalah

pengusasaan air bersih,

TINGKAT KETAHANAN AIR
NASIONAL SEBAGAI FAKTOR
PENUNJANG PERCEPATAN
PENCAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagi Indonesia, di kawasan Pulau
lawa saja, krisis air menjadi suatu
ancaman vang mencemaskan; kekeringan
mulai meresahkan para petani di berbagai
sentra produksi padi, ribuan hektar sawah
di Pantura Jawa sudah rusak dan mbuan
hektar lainnya terancam gagal panen
akibat kekurangan air. Dibandingkan luas
wilayah yang ada, hutan di Pulau Jawa :
3.280.13] Ha, dan hanya 1.714.000 Ha
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yvang berupa hutan - baik hutan lindung
maupun hutan konservasi, berada dalam
keadaan krisis, sehingga Pulan Jawa
semnakin “ kehausan *; oleh karema itu
Pemerintah baruz memliki regulasi dan
institusi  vang efektif termasuk otoritas
publik yang mempunyai mandat jelas,
schingga masyarakat mengetahui  dan
memahami  hak mereka dan  juga
kewajibannnya, sehingga  masyarakat
dapat  berkontribusi  dalam  proses
pembangunan dan
pengelolaan layanan air minum di samping
itu ada mekamsme solidaritas berbagi

perencanaan,

biava , misalnya sistim tarif yang
menggunakan sistim subsidi silang - yang
mampu, membayar lebih besar- ; sehingga
kebutuban  air  masyarakat  secara
keseluruhan dapat terpenuhi. Pemberian
kesempatan kepada badan usaha swasta
dalam  penyedinan air  baku  bag
masyarakat akan menghilangkan
penguasasn Negara atas sumber dava air,
karema dalam Pasal 33 LIUD RI 1945 tidak
begitu jelas menjamin hak-tak rakyat atas
air, schingga semakin tidak ternkomodasi
kan dalam peraturan-peraturan dibawah
UUD ini
Adanya otonomi dacrah
seyogyanya  memberikan  kesempatan
tmbulnya inisiatif daerah uniuk membuat
perda yang melindungi hak rakyat atas air
minum, akan tetapi jsutru semakin banyak
perda yang terkait dengan pengadaan air

yang menambah beban rakyvat, karena
berorientasi pada peningkatan pendapatan
dacrah. Pengakuan hak asasi manusia
dalam Pasal 28 1 avat (4) UUD RI 1945,
UU No 391999 dap UU No 7/ 2004
tentang Air - dalam kenyataannya belum
dapat memenuhi kebutuhan rakyat atas air
minem; uniuk itulah fungsi legislasi
DPRD) harus dimaksimalkan, karena
dengan adanya regulasi yang menjamin
pengelolaan  air sebagal sarana pokok
pentmnjang
mempercepal laju pembangunan ekonomi

pembangunan  ,  akan

nasional.

Di samping itu perlu
disosializasikan bahwa hak asssi manusia
hanya menjamin bahwa air minum harus
tidak  menghambat
tercapainva hak asasi lainnya seperti
makanan, vamah dan keschatan, dan juga
tdiak  menyebutkan  larangan  untuk
keterlibatan  swasta dalam  penyediaan

tegangkau  dan

layanan air minum, namun pemerintah
harus  memastikan, melalui  regolasi,
pemantauan, prosedur pelaporan, bahwa
semua penyedia (publik dan swasta) tidak
melanggar hak asasi manusia, dan juga
memantapkan kerangka hukum  yang
mencerminkan hak dan kewajiban serta
memberikan perhatian  lebih  terhadap
kaum miskin, dengan memberikan layanan
vang tidak diskriminatif serta aktf
melibatkan masyarakat, sebagai contoh :

The Imrernational Federation of Private
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Water Operators AquaFed * |, vang
mewakili berbagai perusahaan lavanan air
minum dari yang kecil sampai perusahaan
internasional, telah memasukkan isu hak
asasi air dalam aturan perusahasn, dan
dalam pelaksanaannya dibutuhkan tiga
unsur yaitu : 1. Kontrak yvang jelas vang
memuat  peran  dan  tanggung  jawab
operator - 2. Keberadaan subsidi atau tanf
rendah bagi masvarskat miskin dan 3.
Keberndaan mekanisme sosial  yneg
berkelanjutan  terhadap layanan  bagn
kelompok marginal.

Sebagai indikator pemenuban hak
atas air dalam keadsan apapun harus
memenuht  tiga faktor waitu ;1.
Ketersedisan, 2. Kualitas dan 3. Mudah
diakses ; dan harus dapat diskses setiap
orang tanpa diskriminsi, dapat terjangkau
secara fisik maupun ckonomi. Penyediaan
air yang berkualitas ini, menjadi dasar dari
penyehatan rakyat dan schagai dasar dan
percepatan melalui

pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya

pembangunan

alam khususnva air - dimuolai  dan
pembangunan sarana pengelolaan sumber
daya air - dengan terbentuknya Kelompok
Kerja Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan {Pokja AMPL) * vang terdiri
dari kementerian yang terkait yaitu

Kementerian Dalam Negeri ( Ditjen Bina
Bangda dan Ditjen PMD)}, Kementerian
Keschatan (Dijen PPPL). Kementerian
Pekerjaaan Umum (Ditjen Cipta Karya),

Timgkat Ketahanan Air Nasional ...

Kementerian Kevangan (Ditjen Anggaran)
dan. Kementerian Lingkungan Hidup, serta
dikoordinasikan oleh Bappenas bahkan
telah dilakukan pertemuan AMPL pada
tahun 2010 di Bali untuk meng-
konzolidasikan program aniar  instansi
dengan mitra  kerja lainnya. Adanya
perhatian  pemerintah  dengan  program
kegiatan AMPL ini mencerminkan suatu
upaya dalam meningkatkan ketahanan air
nasional untuk menunjang percepatan
pembangunan ekonomi nasional,

PENUTLP

1. Kesimpulan

a. Hak asasi manusia unfuk air, mulai di
berikan perhatian oleh Pemerintah
dengan  berbagai
memenuhi hak tersebut

upaya  uniuk

b. Pengelolaan sumber daya air dalam
rangka memngkatkan kualitas manusia
sehingga dapat berpartisipasi dalam
pembangunan, telah mulai difasilitass
dengan adanva Pokja AMPL

¢. Pembangunan sarana pengelolaan air
khususnya irigasi dan air  mimam,
dilakukan terlebih dahulu  daripada
pembangunan lainnya

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas air
ini menjadi dasar dari percepatan
pembangunan ekonomi nastonal.

g. Pemanfaatan air tanah yang menjadi
wewenang pemerintah dimungkinkan
untuk dikelola bersama swasta, agar

134
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tujuan percepatan pembangunan dapat
d-“mi.

1. Saran

Membuat kebijaksn dan peraturan
penundang-undangan yang mencerminkan
keadilan, demokrasi dan berkelanjutan

{sustainable resowrce management) baik

fungsi maupun manfaatnya , dengan

memperhatikan :

a. Pengclolaan  sumber dava  air
dilakukann dengan pendekatan sistim
ekologi fecosystem) untuk mencegah
terfadinya praktik-praktik pengelolaan
yang bersifat merusak, eksploitatif (use

ariented), ego-sekioral, ego-daerah,
tidak terpadue dan tidak terkoordinasi;

. Kebijakan pengelolaan sumber daya

arr  harus  bersifal  spesifik  lokal,
disesuaikan dengan kondisi ekosistim
dan sistim sosial-budaya masyarakat
lokal:

Pengelolaan ~ sumber dava  air
diorientasikan ~ untuk  kelestarian,
konservasi dan herkelanjutan untuk
kepentingan  infern  dan  generasi

penerus fresource based management)
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